GUBERNUR NUBA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: £ /KEP/HK/2016

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD, perlu menetapkan Besaran Tunjangan
Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran
2016;

b. bahwa sesuai Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian
tunjangan perumahan harus memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar
harga setempat yang berlaku;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Besaran Tunjangan
Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran
2016;

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 327 Seri A Nomor
006) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daecrah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 008 Seri A Nomor
004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0008);

MEMUTUSKAN :

Besaran Tumiangan Perumahan bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2016.

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebesar Rp 9.000.000,- {sembilan
juta rupiah) per bulan untuk setiap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016. [
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KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016
sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan
ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal fiJapude| 2016

}T GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

L FRANS LEBU lgﬂn/
Tembusan :

. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang,

. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indenesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara
Timur di Kupang;

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa
Tenggara Timur di Kupang.®v™
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